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3. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nornor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10
Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nornor 10)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022
Nomor 5);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Tirnur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memirnpin pelaksana unsur Pemerintah yang
menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Tirnur.
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat sebagai PD adalah unsur
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

7. Badan adalah unsur penunjang otonomi Daerah di Kabupaten Kutai Timur,
8. Uraian tugas dan fungsi adalah tugas dari setiap unsur atau unit kerja yang

berada dalam satuan orgarusasi yang merupakan penjabaran dari tugas
pokok dan fungsi.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) BAPPEDA merupakan unsur Penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

(2) BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan
Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

BABIII
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal3

(1) Susunan Organisasi BAPPEDA, terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretaris, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
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f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
g. KelompokJabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi BAPPEDAsebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal4

(1) Kepala BAPPEDA mempunyai tugas pokok Melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah.

(2) Dalam me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala
Badan menyelenggarakan fungsi;
a. menetapkan program, kegiatan, dan kebijakan teknis bidang

perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan rencana strategis
yang ditetapkan pemerintah Daerah serta menyesuaikan dengan
kebijakan Nasional dan Provinsi;

b. mengendalikan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup
bidang perencanaan pembangunan Daerah;

c. merencanakan bahan kebijakan pembangunan Daerah yang meliputi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. mengkoordinasikan penyiapan rancangan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai bahan utama
Musyawarah Perencanaan Pembangunan;

e. mengkoordinasikan penghimpunan dan penganalisisan hasil
pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing kepala PD
sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

f. merencanakan penyusunan evaluasi rencana pembangunan Daerah
berdasarkan hasil evaluasi Kepala PD;
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g. merrumpm perumusan,
teknis penyelenggaraan
Pembangunan Daerah;

h. mernimpin Perumusan, perencanaan, Pembinaan dan pengendalian
Teknis penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

1. memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
teknis penyelenggaraan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

J. memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
teknis penyelenggaraan Infrastruktur dan Kewilayahan;

k. melakukan koordinasi dan kerjasarna dengan instansi terkait yang
berhubungan dengan lingkup bidang perencanaan pembangunan
Daerah;

1. membina penyelenggaraan urusan kesekretariatan BAPPEDA;
m. membina kelompok jabatan fungsional;
n. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan

bidang tugasnya;
o. menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
p. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan

penilaian kinerja bawahan; dan
q. melakukan tugas lain diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

perencanaan, pembinaan dan pengendalian
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 5

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 (1)huruf b dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi
perencanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, kerjasama,
hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, kerumahtanggaan, dan urusan
Aparatur Sipil Negara kepada semua un sur dilingkungan Badan.



BUPATIKUTAITIMUR
PROVINSIKALIMANTANTIMUR

- 6 -

(3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan tugas:
a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan

barang milik Daerah; dan
d. pengelolaan urusan ASN.

(4) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
pada ayat (3), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian kegiatan di BAPPEDA;
b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran

di BAPPEDA;
c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);

d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan Daerah
pada BAPPEDA;

e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,
hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi BAPPEDA;

f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan

pengadaan barangjjasa di lingkup BAPPEDA;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala BAPPEDA.
1. menghimpun, mengelola, dan menyajikan datal informasi berkaitan

dengan penyelenggaraan kinerja BAPPEDA;dan
J. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian evaluasi

Pasal6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal3
ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
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(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
a. persuratan;
b. tata usaha;
c. kearsipan;
d. administrasi ASN;
e. perlengkapan;
f. rumah tangga; dan
g. penataan barang milik Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai

kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi

kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
c. menyusun rencana kebutuhan pegawai eesuai formasi untuk

optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
d. membuat usulan permintaan

kelancaran tugas unit;
e. menyusun daftar induk

pelaksanaan j petun juk teknis

pegawai sesuai kebutuhan untuk

kepegawaian sesuai petunjuk
untuk tertibnya administrasi

kepegawaian;
f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan

Nominatif untuk tertibnya adrninistrasi kepegawaian;
g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian

melalui rapatj pertemuan untuk penyatuan pendapat;
h. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan

evaluasi;
1. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk

kelancaran tugas kedinasan;
J. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan;
k. penyelenggaraan urusan rumah tangga;
1. pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan

inventarisasi aset;
m. penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi

yang berlaku;
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n. pengajuan usulan untuk penghapusan barang-barang rnilik Daerah
berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan;

o. pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
p. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan

maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

Paragraf2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

(1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (1)huruf
b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai
tugas:
a. melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan

keuangan;
b. penatausahaan;dan
c. akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub
Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan

sebagai dasar pelaksanaan tugas;
b. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif

untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
c. melaksanakan pengelolaan adrninistrasi keuangan berdasarkan

juklakJ juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
d. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan

maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian

melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;
f. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan akuntansi;
g. pengelolaan penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang- undangan;
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h. pelaksanaan verifikasi keuangan;
1. penyiapan administrasi pertanggungjawaban serta laporan keuangan
J. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan

evaluasi; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk

kelancaran tugas kediriasan.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal8

(1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pernbangunan Daerah
sebagairnana dimaksud dalam Pasal3 ayat (1)huruf c dipirnpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan.

(2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) rnernpunyai tugas rnelaksanakan
penyiapan perurnusan kebijakan, koordinasi, pernbinaan dan bimbingan,
pengendalian teknis bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pernbangunan Daerah.

(3) Dalam rnelaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud pada ayat (2), Bidang
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pernbangunan Daerah
rnenyelenggarakan fungsi:
a. rnelakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan

pernbangunan Daerah;
b. rnelakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
c. rnelakukan pengurnpulan dan analisasi data dan inforrnasi

pembangunan untuk perencanaan pernbangunan Daerah;
d. pengintegrasian dan harrnonisasi program-program pembangunan di

Daerah;
e. perurnusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi

dan informasi pembangunan Daerah (RPJPD,RPJMD,dan RKPD;
f. rnengkoordinasikan dan rnengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan

perencanaan dan penganggaran di Daerah;
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g. melakukan evaluasi terhadap kebijkan perencanaan pembangunan
Daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta hasil
rencana pembangunan Daerah;

h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervise dan tindak
lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan
kegiatan ssesuai dengan kebijkan pembangunan Daerah;

1. mengidentifikasi permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan data
untuk mengetahui perkembangan pembangunan;

J. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah;
k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai

bahan dokumentasi;
1. menyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan

pembangunan Daerah;
m. melaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan

pembangunan Daerah;
n. mengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan

program dan kegiatan pembangunan Daerah; dan
o. menyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program

pembangunan Daerah.

Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal9

(1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

(2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis
bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi;
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a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah);

b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah
dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);

d. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
APBD;

f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
Daerah;

g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kernenteriarr/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten;

h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional;

1. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar
Daerah; dan

J. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat
Daerah kabupaten.

Bagian Kelima
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 10

(1)Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung pada Kepala badan.

(2)Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis bidang Ekonorni
dan Surnber Daya Alam.
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(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi;
a. penyusunan dan perencanaan program kegiatab di bidang Perekonomian

dan Sumber Daya Alam;
b. perumusan Kebjakan dalam bidang Perekonomian dan Sumber Daya

Alam;
c. pelaksanaan Koordinasi kegiatan dalam bidang Perekonomian dan

Sumber Daya Alam;
d. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat

Daerah kabupaten /kota.
e. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah);

f. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah;

g. mengoordinasikan pelaksanan Musrenbang (Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);

h. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

L mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRDterkait APBD;
J. mengordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah

kabupaten;
k. mengordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan

perangkat Daerah kabupaten;
1. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas

nasional; dan
m. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat

Daerah kabupaten.
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Bagian Keenam
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal11

(1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagairnana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) huruf f dipirnpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung pada Kepala Badan.

(2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi;
a. penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang Infrastruktur

dan Kewilayahan;
b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

Daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan

Rencana Kerja Perangkat Daerah;
d. mengoordinasikan pelaksanan Musrenbang (Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah);
e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRDterkait Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;
f. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRDterkait APBD;
g. mengordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah

kabupaten;
h. mengordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan

perangkat Daerah kabupaten;
1. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas

nasional;
J. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat

Daerah kabupaten.
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Bagian Ketujuh
KelompokJabatan Fungsional

Pasal13

(1)KelompokJabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional
yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional
sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama.

(4)Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengoordinasikan dan
mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas

. .masmg-masmg.

(5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.

(7) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan

BABIV
TATAKERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal14

(1) Hal-hal yang menjadi tugas rnasing-masing unsur oganisasi di lingkungan
Bappeda merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
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(2) Pelaksanaan fungsi Bappeda, diselenggarakan oleh Sekretariat, Bidang,
Sub Bagian dan KelompokJabatan Fungsional sesuai bidang tugas masing-
masmg.

(3) Setiap pimpinan un sur organisasi di lingkungan Bappeda wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

(4) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi wajib memberikan bimbingan,
pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 15

Kepala Perangkat Daerah wajib bertanggung jawab untuk:
a. melaksanakan peta proses bisnis;
b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan

inovasi pelayanan publik;
c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 16

(1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada Bappeda wajibmematuhi ketentuan
dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan
laporan.

(2) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Sekretaris, Sekretaris
dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang
tugasnya kepada Kepala Badan.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan
dipergunakan sebagi bahan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.

(4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan
disampaikan kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

-.-
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Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal17

Dalam hal Kepala Bappeda berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk
Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan
memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BABV
KEPEGAWAlAN

Pasal18

(I) Kepala Badan adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi
pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon III/a dan Kepala Bidang eselon
III/b atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian adalah pejabat eselon
IVIa atau jabatan pengawas.

(2) Pejabat Eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat eselon III
atau jabatan administrator dan Pejabat Eselon IV atau jabatan Pengawas
diangkat diberhentikan oleh Bupati.

(3) Pejabat lainnya di lingkungan Bappeda diangkat dan diberhentikan oleh
pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap pimpman un sur orgaruaasi di lingkungan Bappeda wajib
memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BABVI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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